LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 1 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 01 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAWRMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,
Menimbang : a. hahw.i dengan diberlakukannya Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



Mengingat
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Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
01 Tahun 2005 yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
perlu diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf “a” di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Batang, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kabupaten dalam lingkungan
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Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2757 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286 ):

Undang-Undang Nomor 22 ‘Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 )

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548 ),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-
Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950 );

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat
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Il Semarang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4079 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4659 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor

9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada
Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan
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mengelola Yayasan Purnablinkil Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah ( Lermbaran Daerak
Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 1993 Seri
Y No.9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
01 Tahun 2005 ientang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Angeota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daeril
Kabupaten Kendal Tabun 2005 Namor | Seri
E Nomaor | );

14, Peraturan Daerat Kabupsten Kendal Nomor
2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peratirsn
Dinerah Kabupaten Kendal Nomor | Tahan 2005
tenfang Kedudukan Protokoler dun Keuangag
Pimpinan dan Anggoly Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal { Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor
23en E No. 1 ),

Dengan Persetujunn Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL
dan

BUPATI KENDAL

Menctaphan

Al i
MEMUTUSKAN:

FERATURAN DAERAH TENTANG
PFERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERANH KABUPATEN KENDAL NOMOR
01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pazal |

Beberapa ketentoan dalam Peraturan Daerah
Kabupaien Kendnl Nomer | Tahun 2005 tentang
Kedudukan Frotokoler dan Kewangan Pinpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{ Lembaran Dacrah Kabopaten Kendal Tahun 2005
Nomor 1 Seri E Nomor | ) sebagaimana telih diubaly
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
& Tahun 2006 tentang Perubahan aws Perntora
Duerah Kabupaten Kendal Nomor | Tahun 2005
tentang Keduduhan Protokoler dan Kewangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rukyit
Daerah { Lemburan Dagrah Kabapoten Eendul Nomor
2 Tahun 2006 Seri E Nomor | ) diubah sebagai
berikiin

I Diantariangka 18 dan 19 Pasal | disisipkan
2 { dun ) angka bara yakni angha 18.6 dan
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anghn 18.b schingpa berbunyi sebagai
berikut :

8.2 Tunjungan Komunihasi Intensif adalily

18 b,

Tunjangan berupn uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Angpota DPRD
setiap bulat dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja dalam menampung
dan menyalutkan aspirasi masyarakat
di doerah pemitihannys,

Brana Operasionul adalih warng yany
dibertkan kepada Pienpanan DPRLY setiap
bulan uniek menunjang kepiatan
eperusisonal yang berksimn dengan
Representasi, Pelayvanan, Kemudahan
dan kebutohan laim guna melancarkan
pelaksanain tugas dan fungsi prmpinan
DPRD sehari hari,

L. Ketentuan Pasal 1| angha 19 diubal, schingpa
berbunyi sebagai berikut

19.

Tunjangan Kesejaliterann adaiah
Tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemelibaraan
keschutan, pakaian dinay kepada
Pimpinan dan  Anggota DPRD,
penyedinan Rumah Jabatan Pimpinan

o

DPRD dan perle ngkapannya, kendarpan
dinas jabatan Pimpinan DPRD serla
Humah Dinas bagl Anggots DFRD dan
periengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 dinbal schingga berbunyi
sebagai berikul :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggata DPRD
terdiri atay :

8  Uang Representosi

b. Tunjangan Keluarga

€. Tunjang Beras

d  Uang Pake

¢. Tunjangan Jabatan

f. Tunjangan Psnitia Musyawaral

2. Tunjungan Komisi

h. Tunjangan Punitia Anggaran

L. Tunjangan Badan Kehormatan, dan

). Tunjangan Alai Kelengkapan lainnya.
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4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisiphan

1 { satu ) Pasal, yakni :
Pasal 10 A

(1) Selatu penghasitan sebagaimus dimaksud
dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan
Angpotn DFRD diberikan penotirmuan lain
berupa Tungangan Komunikasi Totensi|

(2) Seldin penerimaan laln sebbgarming
dimaksud pado ayat (1), kepada Pimpinan
DPRD diberikan Duna Operasional.

Ketentuan Pusul 11 ayat (3) dikapus schingga
Pasal 11 berbunyi sebagal berikut

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggou DPRD diberikan tang
Representas:,

(2) Besarnya Uang Representasi uatuk

8 Ketwa DPRD samia dengan gaji Bupii
yang ditetapkan Pemerintat

b. Wakil Ketus DPRD sebesar 80 %
i delapan puluh prosen ) dan Uang
Representusi Ketua DPRD

c. Anggota DPRD sebesar 75 % { wiuh
puluh lima prosen ) dan Uang
Kepresentast: Kema DPFRD

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan

1 (sato ) pasal yakni Pasal 11. A yang berbunyi
sebagal berikut ;

Pagal 11 A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.

(2} Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Deras
scbagaimana dimaksnd ayat (1) besarnya
satna depgan ketentuan yang berlaku pada
Pegawal Negeri Sipil.

Diantara Pasal 14 dan Pusal 15 disisipkun
4 ( empal ) pasal, yakni : Pasal 14, A, Pasal
14. B, Pasal 14.C dan Pasal 14.D, sehingpa
berbunyi sebagai beriknot :

Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana
dimaksud dalam Pusal 10, A. ayat (1) diberikan
kepada Fimpinan dan Anggota DPRD seliap
bulan sebesar 3 ( tiga ) kali Uang Representasi
Ketua DPRD.
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Pasal 4B

Pana Opernsional sebagainizna dimuksud dalam
Pasul 10, A, syat (2) diberikan Kepady

A Ketua DPRD setiap bulan sebesar 6
{ enam ) kall Uang Representasi yang
bersangkutan,

b, Wakil Ketua DPRD setsap bulan webesar
4 { empu ) kali Usng Reprosentasi yang
beraanpkolan.

Paxal 14 C

(1) Penetapan besarnya Tunjungan Komunikas
Intensif dan Dana Operasional Pimpinan
DPRD sebagamana dimaksud Pasal 14 A,
dan Pazal 14.B, mempertimbangkun hoban
tigas dan kemampuan kevangan daerah.

(2} Penggunasn Tunjangan Komunikas: Intensif
dan Dana Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memperhatikan
azas manfaal dan effisiens) dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugns.

Pasal 14D

Tunjangan Komunikesi Intenssd dun Daons

- 13

Opensionil sebagamuna dimaksod dalum Pasal
[N dan Pasal 14.B. dibayarkan terhitung mulai
tanggal | Januari 2006,

Ketentunn Pasal 15 diubah sehingga berbunyi
sehagui berikut ;

I'azal I5

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpiim dan
Anggota  DPRD  atas  penghasilan
schagaimana dimaksud dalom Pasal 10
dibebankan pads APBD.

(2) Pajak Penghastlan Pasal 21 Pimpinan day
Anggotn DPRD atay penerimaan lain
sehagaimana dimaksud datam Pasal 10.A
dibebinkan kepada yang bersanghutin sesuni
dengan ketentvan peraturan perundang
undangan.

Dinntara Pasal 22 dan Pasal 23 baglan kedua
disisipkan 1 ( satu ) bagian, yukni Bagian
Kedua A dun ketentuan Pasal 23 Bagian
Kedua dinbah schingga berbunyi sehagal
berikul :
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Bagiun Keduo A
Liang Duka dan Baotumn Pengurusan Jenazah
Pasal 23

(1) Palam hal Pimpinan atay Anggots DPRD
meninggal dunia ydak dalam menjalunkan
i, kepada uhli waris dibesilian uang duks
sebianr 2 (dua ) kali vang representasy,

(2} Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD
meninggal dunia dalam menjalankan tugas,
kepado ahli wars diberikan vang doka
sebesat 6 ( enam ) kali vang represaniaci

13} Sclan vang duka sebagaimana dimitkoud
pada uyat (1) dan ayar (2) kepadi ahh waris
diberikan buntumn peogurubin jenseal

Ketentuan Pasal 27 diubah sehinggn berbumyd
sehagal berikut ;

Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD menyosun helanjo
Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdin
ntas penpghasilan, penertmaen nin, tunjimgan
PPh Pasal 21 dan tunphogan kesejahterann
serta belanja penunjang heginton DPRD yang

a| [ %=

diformulosikan kedalam Rencang Kerja day
Angzaran Satwan Kerja Peranghkat Dagral

( SKPD ) DRI,

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD
sebaganmanadunaksnd dalam Pasal 10, Pasal
10 A, Pasnl 21, Pasal 23 dan Pasal 24
disnggarkan dalam Pos DPRD

(3) Tunjangan Kesejalueraon Pimplhan dan
Anggota DPFRD sebagaimana dimaksud
dulam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal
22 serta Delanja Penunjpng Keplatun DPRD
sehagaimann dalaon Pasal 25 ayal (2)
dianggackan dalam Pos Sekretarial DPRD
vang drorathan kedalam jenis belinja sebajul
betikut ;

. DBelanps Pegiwai
b Delanys Darang dan Jusa
e Belana Modal

{4) Sekretaris DPRD mengeloln belanja DPRD
sesual  dengan kelentuan peraturin
Petundang-undangan



Paaal 11

Peraturan Duerah ini bedlakn pada tangsul
divndangkan,

Agat setiap orang mengetshuinga memesintahkan
pengundangan Peraturan Daerab ini dengan
penempatannys dalam Lembarnn Daerah
Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendnl
Pada tanggal § Januari 2007

BUPATI KENDAL

Cap  1d

HENDY BOEDORO

E
Divndongkan di Kendal
Paila Tangzal 11 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAI KABUPATEN KENDAL
Cap fid

RARDANI ISWANTAH

LEMDARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : | SERI. E NO, - |
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PENJELASAN + Pimpinan DPRD diberkin dana operasional setiap bulan guna
menunjang kelancaran fugas Pimpinan DPRID yang besarnya
ATAS disesunikan dengan beban tugas dan kemampuan keuungun dacrah,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, Pampertan amjangan homnikasd intensif hgl Rmpinan dan Anggols
NOMOR 01 TAHUN 2007 DR serta dana operasional bagi Pimpinan dan Anggola DPRD
mempértimbangkan prinssp kesetaraan don berfenjnng. Penggunaan
TENTANG dana operasionn] yang ditenima oleh Pimpinan DPRD tetap
| memperhatikan azas manfas dan efisiensi dalam rangha menunjang

FERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERARH

plaksanan wgas Pimpsan DPRD
KABUPATEN KENDAL NOMOR (1 TAHUN 2005

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN | Perubahan Peraturan Daerah Momor 01 Tahun 2005 juga
FIMPINAN DAN ANGGOTA diperlukan karena adanya penyesuaian pengauggacan penghasilan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan penerimann Pimpinan dan Anggota DPRID dengan perubahin
KABUPATEN KENDAL struktug jenis belanja APRLD sebagaimany ditetaphan dalam Peraturan
Peiperintah Nomor 58 Tahen 2005
PENJELASAN UMUM L

1L PASAL DEMI PASAL

Pecaturan Dacrali imi dimaksudkan uniuk mendorong
peninighatan kmer DPRD dan unluk peayesusian peuganggarannya
dalam APBD beydnsarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor | . Cukup jelas,
Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengeloloan Keuangan Dacrah,

I Pasal |

MNomor 2 - Cukup jelas
Dhlam ranp ka mendurong peninghatan kinerja DPRD wrsebu,
, : . A Momor 3 © Cukup jelas

ik seban penernmaan penghasifan yang selama i diterima oleh
Pimpinan dan Angeota DPRD, Peraturan Daersh ini menetaphsn
pemberian Tunjangan Komumbkas Intensif setiap bolap yang
digumakan untuk kegtan menompong dan menjanng aspias Momaor 5 - Cukup jelus.
inasyarakal, Kepada Pinpinan DPRTY dan whggots DPRD. Kepada

Momor 4 ; Cukup pelas,

MNomaor 6 © Cubkup jelas.




MNamiar 1
Pasal 14 A

Pasal 14 B

Pazal 14 C

Ayal (2) :
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Cukup jelas.
Cubkup jelas.

Ayat (1Y Mempertimbangkan beban
rugas antara lain dikaitkan dengan
jumnlah penduduk, luas wilayah,
jumilah kegamatan dan desq serta
ringkat kesulitan jangkauan
pelayanan.

Kemampuan Kenangan Dacrah
antara bhin dikasitkan dengan
ketersediann keuangan daerab
scrolah peluryh pendapatin dacrah
dianggadken untuk mendann unisan
wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintah Dagrah dan kewajiban
lninnys yang mengikal sesual
dengon  ketentuan  peraturan
perundang-undangan  seperti
pembayaran cicilan dan pokok
wtang pinjaman daerah dan / atie
pelunasan i:;w;jihm Pemerintah
Dacrah kepada pihak ketiga.

Cukup jelas,

Pasal 1D

Nomor §
Pasal 15
Niigniir 9

Pasal 23

MNamor 10

Pasal 27

Agat (1}

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukuyp jelas,

Unng duka wafat dan bantuan
pengurusan jenacah dibebankan
dalam APBL dan diberikan kepada
whli waris pada saat Pampinan din
Anggota DPFRD meninggal dunia

Yang dimakoud dengan Reticana
Rerpa dan  Anggaran Satuan
Kerjn Peranghat Dacrah ( REA -
SKPD) adalah dokumen peren
cibian dan  penganggiran yang
bensa program dan kegiatan Salian
Ketja Perangkar Daerah serin

anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya

Cukup jelns.

Yang dimaksod dengan * diuraikan
ke dalam jenis belanja * adalal
sebagam berikut -
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Belanja pegawal antara lun
untuk kebutuban belanja gajgi
dan tunjnngan PNS Sekretarial
DPRD sesusi dengan panghat
/ golongan dan jebatan sertn
penghasilan lamnya yang
ditetapkan sesual  dengan

ketentuan perundang- undangan.

elanja barang dan jusa yaim
untuk pembelian / pengadaan
barang yang masa manfaainys
paling lama 12 ( dua belas )
bulan dan pemikaian jasa
dalam melaksanakan kegintan
pemeristithan, mencakup bharsng
pakai hatis, bahan / material,
jnsa kantor pembayaran premi
usurans: keselatan dan genersl
chek™ up, makanan dan
minuman, pakaman dinas dan
sinbuinya scrtn perjalanan
dimas. Delanjo pecpalonan dinas
yailu  belanja  perjalanan
Fimpinan dan Anggota DPRD
dalam rangka meluksanaksn
lugasnyi wlis nama lembaga
peswakilan valyar doeruh batk

Pasal 11

Ayal (d)

T LT

di dalam daerah mavpun ke
luar dacral yang besmimya
disesvaikan dengan standarisasi
perjalanan dinps Pegawai
MNegeri Sipil Tingkat A yang
dutetaphan oleh Kepala Daerab.

. Belunja Modal mermpakan

pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian /
pengadsan atay peinbangunan
sarana dan prasarata uniuk
menungEang helancaran ugay dan
fungss DPRD vang meinpunyaj
wnstd manfaat lebeh duri 12
{ dua belas ) hulan reperti tunah,
peculatan, dan mesin, gedung
dan bungunan dan axet tetap
lainnya,

Cukug jelay

Cukup jelas,



